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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

BUPATI BANYTUMAS,

bahwa dzlam rangka pemberinan izin kepada orang
pribadi atau hadan yang dimaksudkan unmk
pembinaan, pengaturan, pengendalian dan
pengawasan atas kegiatan, pemanfaztan ruang,
penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana,
sarana atan fasilitas tertemtu puna melindungi
kepentingan umum dan menjaga kelestarian
lingkungan diperlukan upaya-upaya nyata yaitu
dengan meningkatkan pelayanan;

. bahwa Peraturan Dasrah Kabupzten Daerah Tingkat

II Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 1995
tentang Pemberian [zin Mendirikan Perusahaan
Pengangkutan dipandang sudah tidak sesuai dengan
perkembangan , sehingga perlu untuk ditinjau
kembali dan disesuaikan;

. bahwa schubungan dengan hal tersebut diatas perlu

menetapkan kembali Retribusi 1zin Usaha Angkutan
dengan Peraturan Daczah ;



. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran
H:Qm Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24,
Berita H;gnm Republik Indonesia Tanggal 8
Agustus 1950);

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan { Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia
Nomor 3480);

. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Dacrah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran
Negara Republik [ndonesia Tahun 2000 Nemor 46,
Tamhahan [embaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4048);

. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437), sebagaimana tclah diubah dengan Undang-
undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia
Nomor 4548);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Dagsrah ( Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2004 Nomor 126 , Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
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. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993

tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3527);

 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Talhun 2001

tentang Retribusi Dacrah (Lembaran Negara
Republik Indoncsia Tahun 2001 Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4139);

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Banyumas Nomor 11 Tahun 1985 tentang
Penunjukan, Pengangkatan, Kewenangan dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagai
Penyidik Pada Pemerinah Kabupaten Daerah
Tingkat [I Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1986 Nomor 5
Seri D).

Dengan Perserujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUFATEN

Menctapkan :

BANYTMAS
dan
BUPATI BANYTIMAS

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
IZIN USAHAANGKUTAN
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KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan dacrah ini yang dimaksud dengan :
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Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyumas.

Pemerintah Dacrahadalah Pemerintah Kabupaten Banyumes.

Bupati adalah Bupati Banyumas.

Dinas/Badan/Instansi adalah Dinas/Badan/Instansi yang bertanggung
jawab dibidang Perhubungan di lingkungan Kabupaten Banyumas.
Pejabat adalah adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang
Retribusi Daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
Izin Usaha adalah izin untuk melakukan kegiatan usaha angkutan di
jalan.

Kendaran Bermotor adalah kendaran yang digerakan oleh peralatan
teknik yang ada pada kendaran itu.

Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan
untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran,

Mobil Penumpang adalash setiap keandaraan bermolor yang
dilengkapi sebanyak-banyaknya & (delapan) tempat duduk tidak
termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa
perlengkanan hagasi.

Mobil Bus adalah sctiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih
dari & (delapan) ridak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan
maupun tanpa perlengkapan bagasi.

Anglkwan Taksi adalah angkutan dengan menggunakan mobil
penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan
argometer yang melayani angkutandari pintu ke pintu dalam wilayah
aperasi terbatas,

Angkuman Khusus adalah angkutan yang mempunyai asal dan/atau
tujuan tetap, yang melayani antar jemput penumpang unum . antar
jempun karyawan, pemukiman dan simpul yang berbeds
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Mobil Barang adalah mobil yang setiap kendaraab bermotor selain
sepeda motor ;mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus.
Perusahaan AngkutanUmum adalah perusahaan yang menyediakan
jasa penumpang mohil bus dan kendaraan khusus.

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pemabayaran atas
jasa atau pemberiaan izin tertentu yang khusus disediakan dan atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau
badan.

Retribusi Izin Usaha Angkutan yang selanjutnya disebut Retribusi
adalah pembayaran alas pemberian izin usaha angkutan kepada orang
pribadi atan badan untuk melakukan usaha angkutan dengan
kendaraan umum;

Badan adalah sualu bentuk bedan usaha yang meliputi perservan
terharas, perseroan komanditer, persernan lainnya hadan usaha milik
negara atau daerah dengan nama dalam bentuk apapun, persekutuan,
perkumpulan, firma, kongsi, koperasi,yayasan atau organisasi yang
sejenis , lembaga | dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk
usahalainnya.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya
retribusi vang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada
wajibretribusi serta pengawasan penyctorannya ;

Subyek Retribusi adalsh orang atau badzn yang dapat dikenakan
retribusi.

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mcnurut
peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk
melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan dan
pembtongan retribusi tertentu.

Masa retribusi adalah suatu jangka wakiu tertentu yang merupakan
batas waktu bagi wajib retribusi diwajibkan untuk memanfaatkan
jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.

Sural Pemberitahuan Retribusi Daersh vang selanjutnya disingkal
SPTRD adalah surat vang digunakan oleh Wajib Eetribusi untuk

- melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang

menurut peraruran Retribusi Daerah.
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Surat Ketetapan Retribusi Dacrah yang selanjutnya disingkat SKRD
adalzh surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi
yang terutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD
adalah surat untuk melakukan penagihan retribusi dan/atau sanksi
administrasi berupa bunga dan/atau denda.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya
disingkat SKRDKB adalah swat kepulusan yang menemkan
besamya jumlah retribusi yang terutang dan jumlah yang masih harus
dibayar.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya
disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih
besar daripada retribusi yang lerutang dan tidak seharusnya
lerutang.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang
sclanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang
menentuksn tambahan atas jumlah retribusi dasrah yang telah
ditetapkan.

Surat Sctoran Retribusi Dacrah yang selanjutnya SSRD adalah surat
yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran
alau penyetoran rerribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat
pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.

Penghitungan retribusi daerah adalah perincian besarnya retribusi,
bunga, kekurangan pemhayaran, kelebihan pembayaran maupun
sanksi administrasi.

Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewsjiban yang harus
dipenuhi oleh Wajih retribusi sesuai dengan Surat Ketetapan
Retribusi Dacrah dan Surat Tagihan Retribusi Dacrah ke kas dacrah
atan/dan ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah
ditentukan.

31. Pemeriksaan adalah serangkaian kegialan untuk mencari,
mengumpulkan, dan mengolah data keterangan lainnya dalam
rangka pengawasan kepaluban pemenuhan kewajiban retribusi
berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang retribusi.

32. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan olch
penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan
bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi dacrah
yang terjadi sertamenemukan tersangkanya.

33. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenzang
khusus oleh undang-undang untuk melzakukan penyidikan.

34. Kedaluarsa adalah suatu alat untuk mempernleh sesuatn atau untuk
dibebaskan dari suatu perserikatan dengan lewatnya suatu waktu
tertentu.

BARI
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi [zin Usaha Angkutan dipungut retribusi sebagai

pembayaran atas pemberian Izin Usaha Angkutan kepada orang pribadi

atau badan vang mendirikan usaha angkutan dengan kendaraan umum.
Pasal 2

Obvek retribusi adalah pemberian Izin Usaha Angkutan untuk mendirikan
usahaangkutan dengan kendaraan umum.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin
Usaha Angkutan.



